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BAB 1V
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
KEPEMIMPINAN ABRI DI INDONESIA

A. Binjauan Fukum Islam Terhadap Kepemimpinan ARRI

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pandangan hu-
kum Islam terhadap kepemimpinan ABRI di Indonesia, maka
ada baiknya kalau terlebih dahulu memahami hukum Islam itu
sendiri, Dalam pengertian secara tekstual, Hukum Islam di
pahami sebagai keseluruhan ketentuan perintah. Allah Swt -
yang wajib diturut (dita'ati) oleh seorang Muslim, (R, Abd-
ul Djamali, 1992 : 10). Dalam pengertian yang lebih kon - -
tektual Hukum Islam bisa dipahami dan di mengerti dari
garis besar hukum islam,; yang meliputi : Ahkam Syar'iyyah-
I'tiqgodiyah yang menjadi bidang bahasan ilmu tauhid atau
ilmu kalam, Lalu Ahkam Syar'iyyah Khulugiyah yang . menjadi
bidang garapan ilmu tasawwuf/akhlaq, serta Ahkam Syar'iyy-
ah Amaliyah yang menjadi bidang bahasan ilmu figh., . Maka
dalam hal ini, Ahkam Syar'iyyah Amaliyah banyak ikut ber-

singgungan dengan bahasan di atas,.

Kalau di kaitkan dengan hukum islam yang Muaranya=
hanys /note bene dari ajaran Islam, maka kepemimpinan AB
RI di anggap sesuatu yang wajar dan boleh selama kepemimpi
gan ABRI di Indonesia tidak bertentangan dengan ajaran Is-

lam atau secara kongkritnya selama kepemimpinan tersebut-
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tidak merugikan bagi Islam dan ummat Islam di Indonesia.
Adanya konsepsi dasar dalam ajaran Islam, bahwa taat kepa-
da pemimpin atau pimpinan adalah wajib hukumnya. Hal ini

di dasarkan pada firman Allah Swt :

PP NG ATEE WIS PRI SIS
- DA P e Stee Y ) 51 0

"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allsh dan to'at-
ilah Rasul (Nya), den Ulil amri di antara kamu. (Depag .-
RI. hal : 128§

Dari pengertian ayat tersebut, maka dapat di kaji
dan di analisa bahwa kepemimpinan tersebut tidak menyimpe-
ng dari aturan dan ajaran Islam, Satu hal yang harus di
pahami bahwa dalam konteks kelndonesiaan, maka ummat Islam
merupakan jumlah mayoritas secara kuantitas. Maka dengan
demikian kepemimpinan ABRI di Indonesia harus bisa mengako
modasi kepentingan ummat Islam.

Kalau di analisa lebih lanjut, maka kepemimpinan AB
L 3 I i —

:lan perjuangan pan -

)

RI di Indonesia merupakan sebuah rent
Jang yang telah di rckam dan di abadikan oleh sejarah, di
mana ABRI yang bercikal bakal dari rakyat serta dibesarkan
rakyat, mempunyai andil yang cukup besar bagi terpelihara-
nya Negara kesatuan Republik Indoncsia, mulai dari awal
kemerdekaan sampai orde baru saat ini. Lebih-lebih setelah
ABRI memantapkan arah perjuanganya melalui dwi fungsinya,-
vaitu sebagai kekuatan Hankam dan Sosial Politik, maka ti-

heranlah dengan posisi ABRI dengan kepemimpinanya baik



di Supra maupun Infra Struktur politik Negara, Hal ini se-
nada dengan kata Nugroho Susanto, Bahwa tidak ada sama
sekali perasaan di kalangan TNI (ABRI); "“Saya sekarang ten
tara, jadi tidak boleh campur dalam bidang politik'" (Sai -

ful Muzanni dalam Ahmad Suaedy (eds), 1994 :177).

Hukum Islam sendiri secara tegas tidak pernah men-
berikan suatu batasan kepemimpinan, Apakah itu harus dari
militer atau sipil, Sehingga siapapun yang duduk sebagail
pemimpin, harus di dukung dan di taati baik yang berasal
dari militer (ABRI) maupun dari sipil. Konsepsi yang sema-
cam ini nampaknya sangat universal, Sehingga dalam Islam
tidak di kenal dan tidak ada di koloni militer dan sipil,.-
Haka dalam kaitan ini tidak ada salahnya kalau militer da-
lam hal ini ABRI memiliki dan menguasai pos-pos strategis
Jabatan dalam supra dan inpra struktur politik Negara.Jadi
bukan soal militer/ABRI atau sipil yang harus pegang kepe-
mimpinan, Namun komitmen pemimpin terhadap kebenaran,kead-
ilan,kebersamaan yang sesual dengan ajaran ILslam atau ni-

lai-nilai Islam yang di perlukan,

B. Analisa Dwi Fungsi ABRI dari sudut hukun Islam

Dwi Fungsi ABRI yang merupakan salah satu arah per-
Juangan bagi ABRI, Di mana ABRI menempatkan dirinya seba -
gal Kekuatan pertahanan dan keamanan maupun sebagai kekua-
tan sosial politik bergerak secara bersamaan dalam dua 1li-

ngkungan kehidupan politik yaitu dalam kehidupan politik -



63

di lingkungan pemerintahan (supra struktur politik) dan
dalam kehidupan politik di lingkungan masyarakat (infra -
struktur politik). Dwi fungsi ABRI yang sudah lahir sejak
tahun 1945 telah dapat di rasakan kemanfaatannya bagi ke-
hidupan negara dan bangsa. Di samping itu telah memberikan
saham yang tidak kecil dalam menanggulangi Krisis-krisis -
nasional.(A.S.S. Tambunan, S.H. 1992 : 56). Kalau di kaji
lebih lanjut, maka dwi fungsi ABRI mengandung arti perlu -
asan bidang-bidang dan garapan ABRI dalam konstalasi poli-

tik Nasional sebagai bagian dari kekuatan negara.

Barangkali untuk menganalisa Dwi fungsi ABRI, perlu
menengok kembali sejarah kelahiran Dwi fungsi ABRI sebagai.
dasar. Pengaturan Dwi fungsi ABRI dalam undang-undang baru
di mulal pada zaman orde baru, walaupun sebelumnya bebera-
pa peraturan-peraturan perundangai telah menyinggung Kedu-
dukan ABRI sebagai golongan fungsional seperti umpamanya -
UU No, 7 tahun 1957 tentang Dewan Nasional, UU No., 80 ta -
hun 1958 tentang Dewan Perancang lasional dan Sikelelapan
MPRS No. I1I/MPRS/1960. Adapun peraturan perundangan zaman
orde baru yang menyangkut dwi fungsi ABRI di mulai dengan
ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966 yang kemudian di susul
Oleh UU No. 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum dan UU No
16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan

DPRD yang antara lain mengatakan :

"Mengingat Dwi fungsi ABRI sebagai alat negara dan
kesatuan sosial harus kompak bersatu dan merupakan
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kesatuan untuk dapat menjadi pengawal Pancasila -
dan UUD 1945 yang kuat dan sentosa".(A.S.S. Tambu-
nan, SH : 1992 : 120).

Dari kontebks ini maka secara yuridis, Dwi fungsi -
ABRI di benarkan dan mempunyai kekuatan hukum yang syah -

dan kuat,

Selanjutnya kalau di kaji dan di analisa dalam kon-
teks hukum Islam, maka ada dua hal yang menjadi sudut pan-
dang dalam Dwi fungsi ABRI., Pertama ABRI berfungsi sebagai
kckuatan Hankam, ini telah sesuni dengan fungsi tentara dg
lam Islam, Adapun fungsi tentara dalam Islam adalah menga-
mankan dan menertibkan negara serta memerangi musuh- musuh
yang ingin mengganggu dan mengacaukan keamanan negara,baik
datangnya dari luar maupun dari dallam negeri atau lebih
singkatnya sebagal stabilisator dan tulang punggung per-
tahanan keamanan negara. Kemudian, tentara islam harus
senantiasa melatih fisik dan mental serta mempersiapkan s
rana dan prasarana untuk membentuk angkatan perang yang
kuat demi tercapainya keamanan dan kKehldupan antara manu -
sla yang damai dan adil di bawah naungan hukﬁm Allah, ini
berarti antara fungsi pertama ARl dengan fungsi tentara -

dalam Islam terdapat kesesuaian,

Adapun yang kedua, bahwa ABRI berfungsi sebagai ke-
kuatan sosial politik, Islam belum mengatur secara jelas,

sebagaimana juga tidak ada nash-nash yang membatalkannya,

Apabila terdapat suatu masalah yang belum ada nash-
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vyang mengakui atau membatalkanya, maka kita mengacu pade

Firman Allah Swt :

"Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi un-
tuk kamu', (Depag° RI, hal : 13)

Berdasarkan ayat ini, segala sesuatu yang selama be
lum ada dalil yang mengakui atau membatalkannya, maka hu -
kumnya boleh, Tetapi, kebolehan ini artinya harus memberi-
kan kemaslahatan kepada manusia secara umum, Sebab Islam -
di turunkan ke dunia untuk menciptakan kemaslahatan di

dunia., Sebagaimana Firman Allah Swt

AN o) Ol N el )il s

"Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk(men jadi)
rahmat bagi semesta alam'. (Dcpgb, RI. hal : 508)

Berangkat dari sini, dapat dinyatakan bahwa pemben-
tukan hukum dari suatu masalah yang belum ada dalil akan
pengakuan dan pembatalannya harus mampu merealisir kemasla
hatan umat manusia, Artinya, mendotangkan keuntungan bagi
mercka dan menolalk madharal sertlo menphilanglkon  kesul Llan

daripadanya. (Prof, Dr. Abdul Wahhab Khallaf, 1989 : 126)

C. Analisa Kepemimpinan ABRI dalam fungsinva sebagai

Kekuatan Hankam Menurut Hukum Islom

ABRI sebagail kekuatan pertahanan keamanan n:gara, -

adalah alat negara yang melaksanakan fungsi bagi kesiap -
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slagaan dan ketanggap-segeraan penyelengzaraan pertahanan
keamanan negara melaksanakan fungsi selaku penindak dan
penyanggah awal terhadap setiap ancaman dari luar negeri
maupun dalam negeri, serta pelatih rakyat bagi pelaksanaan
tugas pertahanan keamanan negara. Dalam melaksanakan fung-

]

s1 itu, ABRI memelihara dan meningkatkan kemampuan kompo -
nen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya yang meli-
puti kemampuan kekuatan di darat, laut, udara, serta pe-

nertiban dan penyelamatan masyarakat. (UU no. 20 Th. 1982

pasal 27 ayat 2)

Dari sini dapat di analisa bahwa peranan kepemimpi-

nan ABRI sebagai kekuatan mutlak di perlukan bagi pengama-~

g

nan dan penjagaan negara dan bangsa dari segala ancanman

baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar.Hal senada
telah di ungkapkan dalam Al-Gur'an yang merupakan manifes-

tasi dari strategi militer dalam perang, Firman Allah : \
. st v e ] oL t L " " -
"L./UW/&J\?\(JO"B 032 (s (&-)2/’31,«:(&,)\9«\} 9
W) 20 gAY B90 o BV 5 Taas 0 VD us
—t\' $ Jbg’ »
"Dan siapkanlah untuk menghadapi morcka kekuatan apz saja
yang kamu sangguri dan kuda-kuds yang di tambat untuk ber-
perang(yang dengan persiapan itu)kamu menggentarkan musuh
Allah, musuhmu dan orang-orang seclain mereka yang kamu ti-

dak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya', (Devpag. -
RI. hal : 271)

ril

Dengan demikian maka kepemimpinan ABRI sebagai keku
atan Hankam harus dapat menjaga kestabilitasan nasional -
agar evektivitas dan kualitas ABKI scnantiasa terpelihara

dalam tingkat yang setinggi mungkin, Karena untuk mencegah
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terjadinya kekerasan bersenjata dan mengakhiri satu konfl-
ik bersenjata dengan fihak lain, maka pada tingkat pertama
ABRIyang efektif dan berkualitas tinggi di ukur dari kemam
Puannya untuk menangkal terjadinya gangguan bersenjata ol
eh pihak lain, Baik dalam bentuk serangan yang sumbernya -
dari luar Indonesia, maupun terjadinya pemberontakan ber-
senjata oleh kalangan tertentu di Indonesia. (Sayidiman sur

yOhadiprojOa 1992 : /{‘:})

Penangkalan itu akan terjadi kalau orang atau pihak
lain menilai kemanpuan profesional ABRI begitu tinggi, se-
hingga ia lebih baik tidak mengganggu keamanan Indonesia
oleh karena itu berarti harus berhadapan dengan ABRI, Un -
tuk menimbulkan persepsi demikian pada pihak lain, maka
setiap organisasi yang menjadi bagian dari ABRI perlu me -
nunjukan efektivitas dan mutu yang sebaik mungkin. Disipl-
innya tinggi, cara bekerjanya lancar dan efektif, orang -
Oorangnya terasa bermotifasi tinggi,hubungannya dalam
masyarakat baik, dan faktor-faktor lain yang berhubungan -
dengan efcictivitas dan mutu. Itu berarti bahwa setiap ba-
gian ABRI harus mempunyal pemimpin yang menjalankan maneje
men dan kepemimpinan yang baik. Akan tetapi mungkin pihak
lain akan tetap melakukan pelanggaran terhadap - ketertiban
dan perdamaian masyarakat Yang ada. Dalam hal itu pimpinan
ABRI harus dapat mengakhiri pelanggaran itu dengan cepat

dan setuntas mungkin, Itu berarti bahwa kemampuan operasi-

onal ABRI harus tinggi., Untuk itu setiap bagian ABRI sudah
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di blasakan untuk menjalankan operasi apabila di perlukan
melalui penyelénggaraan latihan-latihan sebelum ada peris-
tiwa pelanggaran., Pemikiran dan pelaksanaan taktik pasukan
perlu senantiasa di uji, sehingga dalom operasi dapat me -

lakukan tindakan yang tepat dan berhasil guna.

Berarti bahwa kepemimpinan yang harus dipelihara -
tidak hanya yang baik untuk menghadapi situasi yang rela -
tif stabil, melainkan juga kepemimpinan yang cakap ber-
gerak dalam kondisi yang tidak menentu dan penuh ketidak
pastian, Kemempuan untuk memimpin dalam situasi dengan
risiko tinggi harus ada pada seorang pemimpin ABRI. (Sayi-

=y

diman Suryohadiprojo, 1992 : 223)

Dari sini maka dapat di ambil satu analisa bahwa
fungsi ABRI dalam perananya sebagsi kekuatan Hankam bisa
dianalogkan dengan fungsi tentara dalam Islam. Dalam Islam
fungsi tentara tidak lepas dari tujuan perang (jihad). Se-
bab di bentuknya tentara dalam Islam ini adalah merupakan
konsekuensi daripada di syariatkannya jihad(perang) oleh
Allah, malk, tentara Islam ini juga bisa di sebut  Angkatan
perang Islam. Dengan demikian, tujuan jihad itu merupakan

fungsi yang pokok dari tentara lslam,

Adapun tujuan dari jihad yang juga merupakan fungsi
utama dari tentara Islam adalah :
1. Membela kaum tertindas dan melawan kedzaliman

2. Menjaga perjanjian___
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3. Menegakkan jalan kebenaran
4o Menghancurkan musuh yang datangnya dari dalam negeri

5. Memelihara perdamaian,(Ali Al-Khinani, 1985 : 10)

D. Anzlisa Kepemimpinan ABRI dalam Fungsinva sebagai

Kekuatan sosial politik Menurut Hukum Islam

Seperti yang telah di bahas pada bab sebelumnya bah

5

W

wa ABRI berfungsi sebagai kekuatan sosial politik di samp-

ing sebagai kekuatan Hankam, Berarti di sini peran ABRI
tidak terbatas semata pada perannya sebagal alat kekuatan
negara yang slap menjalankan perintah-perintah pimpinan po
litik negara dalam rangka keamanan nasional,tetapi juga tu

rut bertanggung jawab atas terc: ipainya tujuan nasional

yang di perjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia,

Kalau di kaji lebih lanjut, maka peran ABRI dengan
Jut,
Kepemimpinanya sebagai kekuatan sosial politik, di kaitkan
I )
dengan Islam, maka dalam hal ini Islam belum mengaturnya -
secara Jjelas, sebagaimana juga tidak ada nash-nash yang

membatalk mnya.

Apabila terdapat suatu masalah yang belum ada nash
yang mengakul atau membatalkannya, maka kita mengacu pada

Firman Allah Swt :

. S 2 e o \,

L\ . (\,',-Q-/")) .k&:{k (”A’\) )\)’\\j*LJ_‘;»ALQ).Q'Q,L\\Q’Q
——

alah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi un-

mamut, (Depag. RI. hal : 13)
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Berdasarkan ayat ini, segala sesuatu yang selama be
lum ada dalil yang mengakui atau membatalkannya, maka hu -
kumnya boleh., Tetapi, kebolehan ini artinya harus memberi-
kan kemaslahatan kepada manusia secara umum. sebab, Islam
di turunkan ke dunia untuk menciplakan kemaslahatan di
dunia.Sebagaimana Firman Allah Swt

v 5 SN LAY ) log

"Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alam'. (Depouo RI. hal : 508)

Berangkat dari sini, dapat dinyatakan bahwa pemben-
tukan hukum dari suatu masalah yang belum ada dalil akan
pengakuan dan pembatalannya harus mampu merealisir kemaslg
hatan umat manusia, Artinya mendatangkan keuntungan bagi
mereka dan menolak madharat serta menghilangkan kesulitan-

daripadanya. (Prof. Dr, Abdul Wahhsab Khallaf, 1989 : 126)

Karena itu, untuk mengetahui bagaimana hukum dari -
fungsi ABRI sebagai kekuatan sosial politik ditinjau dari
hukum Islem harus di lihat dahul dari segi kemaslahatan -
nya., Dalam pasal 28 UU no, 20 Th. 1982 disebufkan bahwa -
ABRI sebagai kekuatan sosial bertugas

1. Bertindak selaku dinamisator dan stabilisator

2. Bersama-sama kekuatan sosial lainnya memikul tugas
dan tanggung jawab mengamankan dan mensukseskan per-
Juangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meni-
ngkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia

3+ Secara aktif meningkatkan dan memperkokoh ketahanan
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nasional dengan ikut serta dalam pengambilan keputu-
san mengenal masalah kenegaraan dan pemerintahan,me-
ngembangkan demokrasi Pancasila dan kehidupan konsti
tusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam
segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional.
Fungsi ini didasarkan pada keadaan bahwa ABRI sdalah apa -
ratur yang di bentuk dan dipunyai negara yang tumbuh dari

rakyat dan untuk kepentifngan rakyat.

Rdapun tujuan perjuangan brngsa dalam mengisi kemer

dekaan, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan uub
1945 slenia ke 4 : untuk melindungi segenap bangsa dan se-
lurubh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahtersan umum
mencerdsskan kehidupan bangsa dan ikut melaksankan keterti
ban dunia berdssarksan kemerdekaan, perdamzian abadi dan ke
adilan sosial. Di sini,padas dasarnya ada dua unsur pokok -
tujuan Yyang hendak dicapai yaitu menciptakan keamanan dan

ketentreman fisik, serta kesejahteraan lahir dan bathin,

ini berarti ABRI sebagai aparatur negara tidak han-
ya harus berfungsi melaksanakan tugas yang menjadi tang -
gung jawab negars sebagai pelindung segenap bangsa dan
tumpab darah Indonesia guna mewujudkan keamanan dan keter-
tiban secara fisik, melainkan ikut juga mewujudkan kesejah

teraan lahir dan bathin. (Drs. A. Chalik Ali, tt. : 189)

Tujuan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan

sebagaimans tercantum dalam pembukaan UUD 1945 atau lebih_
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ringkasnys sebagsi tujuan pembentukan negara Indonesia ini
tidak bertentangan behkan sejalan dengan tujuan negara -
dalam Islam, Dalam Islam, ada tujuan utasma pembentukan su-

atu negara. Pertama, menegakkan keadilan dalam kehidupan -

mandéié dan menghentikan kezaliman serts menghancurkan ke-
sewenang-wenangan. (Abul A'la Al Maududi, 1992 : 75)

Firman Allsh Swt

i SN D) @ud\,bk/w;l.‘«k_ﬂ/ﬁw

WM\(M:%H@LWU\ ahe) OV AN

q__j)) \ R ct9<;r‘”Q,4JJ E:f'LA/’Q JL/ﬂ)_fAA‘KJA"ﬂf'q_A_)

3P o) D a) s s 5 £ns
~x0 v aza 2 e s

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan
membaua bukti-bukti yesng nyata dan telah kami turunkan ber
sama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia

dapat melaksansk keadilan. Dan kami ciptakan besi yang
padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat
bagi manusian, (dupayq mereka mempergunakan besi itu) dan
supaya Rllah mengetahdai siapa ynang menolong (agamanya) dan

Rasul-rasulnys padahal Allah tidak diliha atnya. Sesungquh-
nya Allah maha kuat lagi maha Perkasa', (Depag RI. Hal: -
904)

Dalam ayat ini, besi dijadikan sebagai lambang kukitanaan
politik. Ayat tersebut jugas menjelaskan bahwa misi para Ra
sul adalah menciptakan kondisi yang di dalamnya mass rak-
yat akan dapst dijsmin keadilan sosialnya sejalan dengan
norma-norma yang telsh di canangkan di dslam Al Qur'an -
memberikan Derintah;perintah yang jelas untuk mencapai ke-
hidupan yang bensr-benar berdisiplin. (Abul A'la Al Maudu-

di, 1993 : 16%5)
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Kedua, menegakkan sistim berkensan dengan mendiri -
kan shalat dan mengeluarkan zakat melslui segala daya dan
Cara yang dimiliki oleh pemerintah yakni sistim yang mem-
bentuk sudut yang terpenting dalam kehidupan Islam, agar
negara menyebarkan kebaikan dan memerintahkan yang ma'ruf,
sebagaimana tujusn utama kedatannan Islam ke dunia, dan
agar negars memotong akar-skar kejahatan, mencegah kemung-
karan yang merupakan sesusatu yang paling di benci oleh
Allah Swt. (Abul A'ls Al Maududi, 1992 : 76)

Firman Allah Sut @ ! B3 ’
19719 b oI Mool GR A R ) (1))
f——»(;tlﬁw)g_ﬁ,'zpder&i\{)prf\ﬁ,_g;_ﬂ
D 1 eg?) s WS eddss

»

"(yaitu) orang=orang yang jika kami tegquhkan kedudukan me-
reka di muka bumi niscays mereka mendiriksn sembahyang,me-
nunaikan zekat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah
dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allahlah kembali
segala urusan'. (Depag RI. hal : 518)

Dari sini, berarti tujuan negara tidak hanya mencegah rak-
yat untuk saling memeras untuk melindungl kebebasan mereka
dan melindungi semua bangsanya dari invasi asing. Negara
yang bertujuan untuk mengembangkan sistem keadilan sosial

yang berkeseimbangan yeng telan diketengahkan Allash dalam

kitab suci Al Qur'an,

Untuk mereslisir tujuan ini, negarse harus membangun
dan membentuk aparatur yang memungkinkan tercapainya tuju-

an itu, yaitu dengan beramar ma'ruf nahi munkar. Sebagai -
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mana firman Allah Swt

Crmrr & v L e, o de) g B x
-9 Ll\./(_)w@/ QVISJ-J\@&(;,Q\.'/Ogd,,.A/\\_},
F-))‘ ~ CSEF—‘JK_)\ -

"Kemu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manu-
sim, menyuruh lkopnda yang ma'ruf, dnn mancegah dori y ang
mungkar, dnn borlman kopada ALlah",(Dopng. RI. hal 494)

Memahami uraian di atas, maka ABRI yang tumbuh dari
rakyat dan untuk kepentingan rakyat itu apabilsas berfungsi
sebagai kekuatan sosial politik dengan tujuan sebagaimana
tersebut akan dapat memberikan mashlahat bagi bangsa Indo-
nesia. ABRI sebagai aparatur negarz harus ikut serta dalam
usaha untuk mencapai tujuan perjuangan bangsa, Karena ABRI
juga merupakan bagian dari bangsa yang ikut bertanggung -
jawab terhadap pencapaian tuiuan tersebut, yang dalam ba -

hasa Rl Qur'sn disebut sebagai amar ma'ruf.

Jadi, menurut dan berdasarkan alasan di atas,konsep
dan dasar hukum Kepemimpinan ABRI yang fungsinya sebagei -
kekuatan ansizl politik disamping sebagai kekuatan sosial-

politik diperbolehkan, _



